KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA  SELATAN
NOMOR : 20/Kpts/KPU.Prov.006/11/2013 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA
SELATAN TAHUN 2013

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMA TERA SELAT AN,

ABSTRAK a

DASARHUKUM -1

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf c
Undang-UndangNomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara
Pemilihan Umum, Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan
Umum Provinsi dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur menyusun dan menetapkan pedoman
teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraanPemilihanUmum
Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang
undangan;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman
Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah sebagaimanadiubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010, menyatakan untuk
keperluan Pemilihan Umum Gubernur dan wakil Gubernur,
Komisi PemilihanUmum ProvinsimenetapkanPedomanTeknis
tentang Tata Cara Kampanye dengan berpedoman kepada
Peraturan Komisi PemilihanUmum;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan pedoman teknis
tentang Tata Cara Kampanye dalarn Pemilihan Umum
Gubernurdan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013;

Undang-UndangNomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat | Sumatera Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan
Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 1848),

Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor4844);
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Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801)
sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2011 tentang Partai Politk (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 08 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5189);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 486);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5246);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,
Pengesahan  Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah  Nomor 49 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tata Cara
Bagi Pejabat Negara Dalam Melaksanakan Kampanye
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4980);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010:

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi dan  Sekretariat Komisi  Pemilihan  Umum
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2010,
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CATATAN

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009
tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010
13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun

2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01/Kpts/KPU.Prov.
006NI/2012 tentang Tahapan Program dan Jadwal Waktu
Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
Sumatera Selatan Tahun 2013

15 Keputusan  Komisi Pemilihan ~Umum Nomor 101/Kpts/
KPU.Prov006/X1/2012 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara
Pencalonan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur
Sumatera Selatan Tahun 2013.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SUMATERA SELATAN NOMOR : 20/Kpts/KPU.Prov.006/11/2013

Pedoman Teknis Tata Cara Kampanye Pemilihan Umum Gubernur
dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan
diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian
hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

- 3 Halaman
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